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ABSTRAK :

CATATAN :

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat maka Pemerintah
Daerah perlu menertibkan usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan
beras agar berdaya guna dan berhasil guna, berdasarkan ketentuan Pasal 4
huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan
Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras, menyebutkan bahwa surat izin
mengusahakan perusahaan diberikan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah yang
bersangkutan, kepada Perusahaan yang terletak atau akan didirikan dalam
daerahnya, jika pengusaha atau calon pengusahanya adalah warganegara
Indonesia atau badan hukum Indonesia yang tidak mempergunakan modal
asing, dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian bagi usaha
penggilingan padi, huller dan penyosohan beras, diperlukan pengaturan
mengenai perizinan usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.
13 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun
2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 65 Tahun 1971; PP No. 41 Tahun 1999; PP
No. 79 Tahun 2005; Perda Kabupaten Pemalang No. 2 Tahun 2005; Perda
Kabupaten Pemalang No. 6 Tahun 2006; Perda Kabupaten Pemalang No. 1
Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2011; Perda Kabupaten
Pemalang No. 15 Tahun 2012;

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang lzin Usaha Penggilingan Padi,
Huller Dan Penyosohan Beras dengan menetapkan batasan istilah yang
digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud dan Tujuan, Perizinan,
Hak dan Kewajiban Pemegang lzin, Larangan, Sanksi Administrasi, Pencabutan
dan Perubahan Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha, Pengawasan, Penyidikan,
Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Februari 2013
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